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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena 
berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini 
dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen 
dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang 
kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., 
M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah 
dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di 
Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan 
untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi 
Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan 
kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas 
kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama 
hidupnya. 

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga 
dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang 
membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. 
Wassalamualaikum, Wr. Wb. 
 

Bandar lampung, 9 Januari 2019 
Ketua Bagian HTN FH Unila 
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DARI DESA MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM 

NASIONAL 
 

Rudy34 
 
A.  Pendahuluan 

Tulisan ini didedikasikan untuk almarhum Bapak Armen Yasir 
SH., M.Hum.  Pilihan tema mengenai desa merupakan refleksi kenangan 
penulis akan beliau yang sangat memperhatikan isu-isu mengenai 
pemerintahan desa.  Almarhum sendiri merupakan Penanggung Jawab 
Hukum Pemerintahan Desa di Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas 
Lampung. 

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan 
pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara bangsa Indonesia 
terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat lainnya, 
telah menjadi bagian yang penting di nusantara. Desa adalah pelopor 
sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, Desa 
telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial 
masing-masing.   Di masa lalu, desa bahkan memiliki sistem dan model 
pembentukan hukum yang mengayomi dalam bentuk kitab-kitab hukum 
kuno. Di Lampung pada masa lalu misalnya terdapat Kitab Hukum 
Kuntara Raja Niti dan Kitab Hukum Cepalo. 

Ironisnya, desa seringkali diabaikan dalam pembangunan 
Indonesia secara keseluruhan.  Sejak tahun 1979, pemerintah melalui 
UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah melakukan 
tindakan terstruktur dan sistematis untuk mematikan otonomi desa.  
Matinya otonomi desa sejak lama membuat desa-desa di Indonesia 
tertidur sejak lama, bahkan ada yang mati dalam tidur panjang tersebut.  
Hal ini membuat kemampuan dalam pembentukan hukum menjadi mati 
di desa-desa seluruh Indonesia. 

I Nyoman  Nurjaya35 menjelaskan bahwa  pembangunan hukum 
nasional  telah  menempatkan  dominasi  dan  diskriminasi  dari 
                                                           

34 Rudy adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Lampung. 

35 I  Nyoman  Nurjaya,  Reorientasi  Pembangunan  Hukum  Negara  Dalam  Mayarakat 
Multikultural ; Perspektif Antropologi Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar 
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peraturan hukum negara terhadap  masyarakat  di  daerah,  
mengabaikan,  menggusur  dan  bahkan ”mematikan” nilai-nilai, 
prinsip-prinsip dan norma-norma rakyat (customary law/folk 
law/indigenous  law/adat law). Berbagai peraturan  perundang-
undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 membawa 
akibat lepasnya berbagai hak, hilangnya kontrol desa atas “property 
right”, termasuk hak mengatur kehidupan yang layak   yang 
sebelumnya bersumber pada dan diatur di hukum adat dari komuniti-
komuniti.36 

Pernyataan ini diperkuat oleh Zen Zanibar M.S., bahwa desa 
yang semula memiliki  cakupan  kewenangan  yang  luas,  sumber  
keuangan  dan  lebih  mandiri, dalam  era sebelum reformasi telah  
terjadi degradasi  kedudukan  dan kewenangan,  sehingga  
ketergantungan  kepada daerah otonom yang lebih tinggi tampak 
menonjol bahkan cenderung mencapai titik nadir.37  

Barulah pada tahun 2014, Negara melalui UU No. 6 tahun 2014 
telah menjejakkan langkah kaki desentralisasi di desa.  Dengan UU 
tersebut, Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Dengan kewenangan ini, maka desa mendapatkan otonomi yang 
sangat luas dan mendapat dukungan dana pusat yang sangat besar. Hal 
ini dibuktikan dengan kewajiban transfer dana desa oleh pemerintah 
pusat untuk setiap desa dengan jumlah yang bisa dikatakan fantastis.  
Tercatat, dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. 
Pada 2015, anggaran dana desa adalah Rp. 20 triliun, pada 2016 Rp. 47 
triliun, dan pada 2017 Rp. 60 triliun. Provinsi Lampung sendiri tercatat 
mendapat kucuran Dana Desa sebesar 1,9 triliun pada tahun 2017. 

Dana Desa dapat menjadi senjata pembangunan yang 
komprehensif. Derasnya dana desa sebagai sebagai kebijakan 

                                                                                                                                      
Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007. 

36 R. Yando Zakaria, Abih Tandeh, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 
2000, hlm. 1. Regulasi tentang desa, seperti UU. No. 5 /1979  

37 Zen  Zanibar  M.S.,  Otonomi  Desa  Dengan  Acuan  Khusus  Pada  Desa  Di  Propinsi 
Sumatera Selatan, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988/ 
1999 
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desentralisasi anggaran hingga ke perdesaan sebenarnya merupakan 
upaya pemerataan pembangunan dan jalan bagi penguatan 
pemberdayaan desa. Tujuannya tentu saja agar desa berdaya sehingga 
dapat menciptakan trickle down effect pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat desa.  

Di sisi lain, kemampuan perangkat desa dan masyarakat dalam 
membangun hukum yang menopang perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan sangat minim.  Hasil diskusi dengan banyak kepala desa, 
termasuk di dalamnya kepala desa pemenang juara desa nasional 
mendapatkan temuan bahwa kepala desa dan perangkat desa 
mempunyai pengetahuan yang minim dalam hal pembentukan 
peraturan desa.  Hal ini bisa mengarah pada potensi pelanggaran 
hukum yang meluas dan tidak tercapainya pembangunan perdesaan 
yang melindungi dan mengayomi.  

Kenapa pembangunan hukum? Jawabannya tidak lain adalah 
bahwa hukum dan kegiatan lainnya mempunyai hubungan yang saling 
berkaitan untuk menciptakan pembangunan yang melindungi dan 
mengayomi. Amartya Sen38 dalam karyanya yang sangat fenomenal 
menekankan bahwa pembangunan sektor hukum akan membawa 
dampak bagi pembangunan secara umum sehingga reformasi hukum 
dan pembangunan institusi hukum merupakan kunci dari percepatan 
pembangunan. Oleh karena itu, UU Desa dengan berbagai 
pengaturannya mempunyai potensi untuk menekan angka kemiskinan, 
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesenjangan sosial melalui 
mekanisme pemberdayaan masyarakat.  

Terlebih karena penggunaan dana desa sebagai backbone dari 
pembangunan desa harus diawali dengan pembentukan peraturan desa 
dan penyusunan rencana pembangunan desa sehingga dapat terukur.  
Kegagalan dan ketidakmampuan dalam penyusunan dokumen hukum 
dan dokumen perencanaan pembangunan menjadi salah satu penyebab 
kegagalan pembangunan di desa secara keseluruhan. 

Keberhasilan pembangunan desa dalam kerangka otonomi 
daerah sebagai isu strategis nasional kemudian bergantung pada 
kekuatan akuntabilitas dan kekuatan masyarakat desa yang berdaya.39  
Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang ditunjang oleh 
perangkat hukum di pedesaan menjadi kunci penting dalam 
                                                           

38 Amartya Sen, Development As Freedom, Oxford University Press, 2001. 
39 http://www.newmandala.org/promise-pitfalls-indonesias-village-law/ 
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38 Amartya Sen, Development As Freedom, Oxford University Press, 2001. 
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keberhasilan pembangunan desa.  Kebutuhan Desa akan legislasi yang 
baik, dan fakta bahwa desa tidak mempunyai kemapuan membentuk 
peraturan desa dan dokumen pembangunan tersebut memantik peneliti 
untuk memikirkan model-model pembangunan hukum yang tepat 
untuk Desa.  Pada titik ini peneliti kemudian menawarkan model 
pembangunan hukum pengayoman di desa sebagai model perlindungan 
dan pemberdayaan desa.  

Pembangunan hukum pengayoman dimaknai sebagai strategi 
perbaikan pembangunan peraturan desa baik dari aspek proses maupun 
substansi. Pada aspek proses, yang perlu mendapat perhatian adalah 
perencanaan pembangunan peraturan desa yang sistematis dan 
sinkron, transparansi dan pelibatan pemangku kepentingan dalam 
pembentukan peraturan perundangan, termasuk model perumusan 
norma dan implikasinya terhadap keadilan dan pengayoman. Sedangkan 
dari aspek substansi adalah memastikan bahwa peraturan desa bisa 
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B.  Negara Hukum dan Gerakan Kembali ke Adat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, 
ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945. Ketentuan ini mensyarakatkan bahwa hukum harus dipegang 
teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus 
mendasarkan tindakannya pada hukum. Berbicara mengenai hukum di 
Indonesia tidak akan lepas dari hukum positif yang berakar dari 
positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin dilanjutkan 
oleh Hans Kelsen, dan disempurnakan oleh HLA HART.  Bagi sistem 
hukum Indonesia, Kelsen khususnya mempunyai arti mendalam sebagai 
peletak dasar teori hirarki hukum yang kemudian dijadikan landasan 
dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di 
Indonesia.   

Kelsen mengemukakan teorinya mengenai hirarki hukum. Ia 
berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan 
berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Ini berarti suatu norma 
yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang 
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lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak 
dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma 
dasar. Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada 
norma di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi 
sumber norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu 
mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum itu berlaku 
tergantung pada norma yang diatasnya. 

Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum 
dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi 
juga pertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya 
berbagai kepentingan dalam masyarakat, akan berlaku secara konsisten 
asas-asas hukum, seperti lex specialis derogat legi generali, lex posterior 
derogat legi priori, atau lex superior derogat legi infriori.  Sesuai dengan 
toeri hirarki hukum, maka asas peraturan perundangan-undangan 
menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Asas 
hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar 
hirarkinya harus di dahulukan dan aturan yang lebih rendah harus 
disisihkan. 

Dengan demikian berdasarkan teori hirarki hukum, peraturan 
perundang-undangan dibawah UU misalnya Peraturan Pemerintah 
tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada pada hirarki yang 
lebih tinggi.  Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai 
dengan tingkatan hirarkinya masing-masing. 

Satu abad yang lalu, Van Volenhoven, melalui bukunya “De 
Indonesier en Zijn Ground” atau Orang Indonesia dan Tanahnya, 
mengingatkan kita semua bahwa Indonesia memiliki hukumnya sendiri 
yang berakar dari masyarakatnya sendiri. Van Vollenhoven dengan 
lantang berjuang agar pemerintah dan masyarakat Belanda dapat 
melihat cara rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri. 

Perjuangan Van Vollenhoven diteruskan oleh Mr. Soepomo, 
seorang ahli hukum pribumi dengan latar pendidikan hukum Belanda. 
Soepomo memperjuangkan hukum adat sebagai basis hukum nasional.  
Sebagai salah satu panitia perumus UUD 1945, beliau berhasil 
memperjuangkan Pasal 18 UUD 1945 sebagai jaminan konstitusional bagi 
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hak-hak asli masyarakat Indonesia yang di dalamnya termasuk hukum 
adat sebagai hukum asli Indonesia. 

Eksistensi hukum adat masih kuat pada masa awal 
kemerdekaan, banyak ahli hukum yang masih menaruh harapan dan 
minat pada kajian dan pembangunan hukum nasional berdasarkan 
hukum asli Indonesia.  Produk pembangunan hukum nasional yang 
berakar pada hukum adat terlihat pada terbentuknya Undang-Undang 
Pokok Agraria yang merupakan hasil perkawinan silang antara hukum 
barat dan hukum adat. 

Terdesaknya hukum asli Indonesia oleh hukum barat mulai 
terjadi pada fase awal orde baru seiring dengan menguatnya doktrin 
law and development di dunia barat.  Melalui proses transplantasi 
hukum, orde baru kemudian menjadikan hukum sebagai alat untuk 
mendukung pembangunan ekonomi dengan mengabaikan proses 
pembangunan hukum itu sendiri.  

Kita sering menganggap bahwa seluruh proses transplantasi 
hukum sebagai hal yang positif. Padahal proses transplantasi hukum 
acapkali menyingkirkan hukum asli masyarakat yang sebenarnya baik 
dan dibanyak tempat masih eksis. Kita acap melihat pembangunan 
hukum kita ke arah modernisasi yang tanpa disadari hal tersebut 
menyingkirkan hal-hal baik yang telah berkembang di‎masyarakat.  
Inilah yang terjadi di Indonesia, pembangunan hukum akhirnya 
mendesak, jika tidak bisa dikatakan mematikan hukum asli Indonesia. 

Idealnya, pembangunan hukum nasional di Indonesia bisa 
seperti pembangunan hukum di Jepang yang dapat menggabungkan 
hukum barat yang berasal dari Perancis, Jerman dan Amerika dengan 
hukum asli Jepang yang telah berakar kuat.  Pembangunan ala Jepang 
ini biasa disebut dengan Japanese Twist oleh banyak ilmuwan hukum.  
Meskipun ranah pembangunan hukum ada di ranah nasional, namun 
banyak pula yang bisa dilakukan oleh daerah. 
 
C.  Triple Helix Model dan Pengayoman Adat  

Kita patut bersyukur bahwa arus reformasi pada tahun 1998 
kemudian memunculkan kembali gerakan-gerakan untuk kembali ke 
daerah, tempat dimana hukum asli Indonesia berada.  Hukum-hukum 
asli dalam bentuk hukum adat tersebut masih banyak yang bertahan 
hidup dan menjadi rujukan untuk memecahkan banyak masalah dalam 
masyarakat di daerah. Pada tahun 1996, melalui survey yang dilakukan 
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oleh para budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat 
hukum adat. Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan 
terdapatnya masyarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung atau 
sebaliknya saat ini mungkin jumlah ini sudah berkurang.  

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang 
berkarakter inilah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh semua 
pemangku kepentingan di daerah. Pemerintah Daerah dapat 
memberikan pengakuan dalam bentuk regulasi dan kebijakan, Langkah 
ini akan berdampak terhadap eksistensi, penguatan perlindungan 
hukum adat.  Pemerintah Daerah juga dapat mendorong untuk 
membentuk Pusat Studi Adat Lampung dan mendorong Bappeda untuk 
melakukan kajian-kajian mendalam mengenai adat dan hukum adat 
Lampung.  

Ilmuwan-ilmuwan dapat melakukan riset-riset mendalam 
mengenai hukum asli Indonesia ini, baik riset dalam bidang ilmu 
masing-masing, maupun lintas bidang.  Khususnya dalam bidang 
hukum, menjadi ahli hukum adat sekarang ini sudah tidak diminati oleh 
kalangan ilmuwan hukum. Legacy dari Prof. Hilman dan Rizani 
Puspawijaya tidak ada yang meneruskan, tentuanya perlu kita prihatin 
akan hal ini. 

Di seberang jembatan emas, yang bernama kemerdekaan itu, 
kesatuan identitas hukum nasional yang berkarakter asli Indonesia 
harus terwujud.  Pencarian identitas hukum nasional dalam upaya 
membangun hukum nasional masih terus kita upayakan. Dalam proses 
tersebut, pemerintah daerah dan warga daerah sebagai pihak yang 
sangat dekat dengan hukum asli tersebut, mempunyai tugas dan 
kewajiban yang strategis dan penting untuk mencapai hukum nasional 
yang berkarakter asli Indonesia.   

Van Volenhoven mengingatkan kita semua bahwa Indonesia 
memiliki hukumnya sendiri yang berakar dari masyarakatnya sendiri. 
Van Vollenhoven dengan lantang berjuang agar pemerintah dan 
masyarakat Belanda dapat melihat cara rakyat pribumi hidup dalam 
hukum, adat, dan budayanya sendiri. Selain Van Vollenhoven, adat dan 
budaya Indonesia banyak diteliti dan dicatat oleh banyak orang asing, 
misalnya Thomas Stanford Raffles.  Sementara di Lampung sendiri, adat 
dan budaya Lampung telah dicatat oleh Zollinger lebih kurang satu abad 
yang lalu dan disajikan dengan apik oleh Ibu Frieda dalam kolom 
Lampung Tumbai di Lampung Post setiap minggunya. 
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dan budaya Lampung telah dicatat oleh Zollinger lebih kurang satu abad 
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Bagi saya sendiri, ulasan-ulasan dalam Lampung Tumbai 
menjadi bukti akan tingginya peradaban masyarakat Lampung sejak 
dahulu.  Hal ini dibuktikan dengan adanya aksara, kesenian, dan hukum 
adat Lampung yang telah terbentuk, jauh sebelum kedatangan orang 
asing ke Lampung.  Keadaan yang menunjukkan tingginya tingkat 
peradaban masyarakat Lampung ternyata tidak berkembang di alam 
kemerdekaan, bahkan cenderung menurun kalau tidak dikatakan mati. 

Peradaban Lampung seakan tenggelam seiring homogenisasi 
dalam imagined community ala orde baru. Generasi muda lampung-pun 
seakan alergi akan adat budaya lampung dan mulai berkiblat pada 
modernisasi.  Hal ini di satu sisi menunjukkan kesuksesan orde baru 
dalam membangun nasionalisme; namun di sisi lain, mengancam 
keberlanjutan dan kelestarian adat budaya Lampung.   

Untuk aksara dan bahasa sendiri misalnya, generasi muda yang 
dididik di perkotaan sangat sedikit yang memahami aksara dan bahasa 
Lampung. Hal ini menimbulkan efek domino akan ketidakpedulian 
terhadap aksara dan bahasa. Tentu Masih ingat dalam ingatan kita 
kejadian kelirunya penggunaan aksara Lampung di Gerbang Selamat 
Datang Kota Bandar Lampung.  Hanya orang-orang tertentu yang 
mengetahui kesalahan yang terdapat di gerbang tersebut. 

Tidak pula bisa kita tinggalkan kesenian Lampung berupa 
pantun, syair dan jenis kesenian lain yang hanya dilestarikan oleh 
kalangan dan orang-orang tertentu. Padahal sepanjang pengetahuan 
saya, Dewan Kesenian Lampung (DKL) sudah berusia 21 tahun.  Usia 
tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan, 
pelestarian, dan pembangunan kesenian Lampung.  

Terakhir tentu saja hukum adat yang semakin lama semakin 
hilang.  Padahal dari sudut sejarah hukum, masyarakat Lampung sudah 
mengenai metode sistematisasi hukum, yang tercermin dalam kitab-
kitab hukum adat Lampung.  Jika dibandingkan dengan eropa yang telah 
mengembangkan sistematisasi hukum dalam bentuk kodifikasi pada 
tahun 1600an, maka dapatlah kita bayangkan betapa tingginya 
peradaban Lampung dalam bidang hukum. Hukum-hukum asli dalam 
bentuk hukum adat tersebut masih banyak yang bertahan hidup dan 
menjadi rujukan untuk memecahkan banyak masalah dalam masyarakat 
di daerah.  

Dengan demikian, merujuk dari beberapa contoh tersebut, 
sudah saatnya kita membangun pemikiran dan sinergisitas untuk 
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melakukan upaya-upaya rill yang mengayomi adat budaya Lampung, 
agar adat budaya Lampung tidak hilang ditelan zaman.  Namun 
sayangnya, peminat pembangunan dan pelestarian adat dan budaya 
saat ini belum bersinergi.  Semua pihak sepertinya nyaman dalam 
zonanya sendiri. Oleh karena itu, saya mendorong adanya sinergisitas 
dari seluruh pemangku kepentingan melalui model triple helix. 

Model triple helix sebenarnya merupakan model yang 
digunakan dalam pengembangan inovasi.  Model ini diperkenalkan pada 
tahun tahun 1998 dan 2000 oleh Etzkowitz dan Leydesdorff sebagai 
strategi pengembangan inovasi. Model Triple Helix menekankan bahwa 
interaksi antara universitas, industri, dan pemerintah merupakan kunci 
utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi inovasi.  Berbeda 
sedikit dengan model orisinal dari triple helix, model yang saya 
kembangkan adalah sinergisitas interaksi antara pemerintah, 
universitas, dan peminat budaya Lampung.   

Sinergi triple helix dalam model saya ini sangat dimungkinkan, 
terutama karena banyaknya perhatian terhadap adat dan budaya 
Lampung dari pihak universitas melalui akademisi dan peneliti, dan dari 
pihak peminat budaya yang tidak henti-hentinya menyuarakan perlunya 
perhatian dan pelestarian adat budaya Lampung.  Di sisi lain, peran 
pemerintah daerah perlu lebih didorong dalam sinergisitas tersebut. 
 
D.  Kesimpulan 

UU Desa telah membangunkan desa dari mimpi panjang 
ketidakmampuan membangun produk hukum di tingkat desa yang 
melindungi dan mengayomi. Salah satu kunci untuk mengembalikan ruh 
otonomi desa agar berdaya adalah melalui pembangunan hukum yang 
mengayomi di desa. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan hukum 
di desa, khususnya dalam model triple helix akan menopang 
pembangunan hukum nasional yang berkarakter Indonesia. 
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